BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 18
TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN

Menimbang

HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan maka kesehatan
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai
peran penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan
melindungi masyarakat dari bahaya residu dan cemaran
mikroba yang terkandung di dalamnya sebagai akibat
perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan
asal hewan;

bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas
sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman,
sehat, utuh, dan halal, perlu dikembangkan wawasan dan
paradigma baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan
sehingga hewan mempunyai peranan penting dalam
penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya
serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu
diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;

bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha di
bidang peternakan dan kesehatan hewan, Pemerintah
Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan
pelaku usaha peternakan dan kesehatan hewan melalui
sebuah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan
secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;

bahwa dengan adanya dinamika peraturan perundang-
undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan
Kesehatan Hewan;



Mengingat

€.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5015)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6411);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2009 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6878);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang

10.

11.

12.

13.

Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5356);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5543);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang
Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6442);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Menetapkan

dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN

HEWAN.



Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Temanggung.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung.

5. Pejabat yang ditunjuk Bupati yang selanjutnya disebut
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan
sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan,
alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen,
pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan
pengusahaannya.

7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan
dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan
kesehatan hewan, pengendalian, dan penanggulangan
penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi,

w

medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan
hewan, serta keamanan pakan.

8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau
sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau
udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

9. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk
sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk
maksud tertentu.

10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya
diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan
pertanian.

11. Peternak adalah orang yang melakukan kegiatan
mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak
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untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan
tersebut.

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air
dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang
hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Ternak besar adalah sapi, kerbau, dan kuda.

Ternak kecil adalah kambing domba, dan babi.

Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah ternak
ruminansia betina yang organ reproduksinya masih
berfungsi secara normal dan dapat beranak.

Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan
untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun,
angsa, burung puyuh, dan belibis.

Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan
reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova,
telur tertunas, dan embrio.

Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan
yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta
memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
Bakalan hewan yang selanjutnya disebut Bakalan adalah
hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk
dipelihara guna tujuan produksi.

Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari
hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau
diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika,
pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan
kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit
Hewan Lainnya yang selanjutnya disebut HPM adalah
semua Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa
Penyakit Hewan Lainnya selain Hewan Air.

Air susu adalah suatu hasil pemerahan dari hewan yang
dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan
sehat.

Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau
korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang
bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan
dalam Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan
kriteria dan skala tertentu.

Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang
menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi
daya ternak.

Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang
menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya
dalam mewujudkan kesehatan hewan.

Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik
yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan
kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi,
dan berkembang biak.
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Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan
hewan dan penyakit hewan.

Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik
kedokteran hewan.

Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah
dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam
pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis
kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan
dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini
kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasikan
masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan
pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis
operasional di lapangan.

Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang
berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara
langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan
manusia.

Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang
kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan
medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan
hewan.

Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang
ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka
penyelenggaraan kesehatan hewan.

Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam
penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi
hewan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung.

Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya
disingkat Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan
hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga
membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.

Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan
yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses
degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan,
infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen
seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia.

Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan yang
ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia,
serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya
melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media
perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan,
peralatan, dan manusia atau dengan media perantara
biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.

Penyakit Hewan Menular Strategis yang selanjutnya
disingkat PHMS adalah penyakit hewan yang dapat
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menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan
yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi,
keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonosis.
Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan
kepada manusia atau sebaliknya.

Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk
mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi
proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik,
farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.

Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang
digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan
kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor
penggerak maupun tanpa motor penggerak.

Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang
berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan
menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu
diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari
perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan
yang dimanfaatkan manusia.

Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan
aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan
kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis
sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan
kesehatan hewan bersertifikat.

Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH
adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan
desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat
memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.
Inseminasi buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah
teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat
reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel
telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan
agar ternak bunting.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tempat pemeriksaan HPM adalah tempat pos pemeriksaan
Kesehatan Hewan, tempat produksi, penyimpanan,
peredaran, dan/atau pemeliharaan.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan
penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang
diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan



penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah
yang memuat ketentuan pidana.

50. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Peternakan dan

Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Penyidikan
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat
terang Tindak Pidana.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)

Pasal 6

Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit
dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan
pengembangan usaha Peternak mikro, kecil dan
menengah.

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib
untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan/atau
pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat
untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit dan/atau
Bakalan.

Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh
masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah
membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.

Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki
sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan,
silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.

Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi Benih
atau Bibit yang terakreditasi.

Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang
tidak memenuhi kewajiban sertifikat Layak Benih atau
Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(4)

Pasal 8

Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak
Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk pemuliaan,
sedangkan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif
disingkirkan untuk dijadikan Ternak potong.

Penentuan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Dokter Hewan Berwenang.

Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak ruminansia
kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina
produktif.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikecualikan dalam hal:

a. penelitian;



pemuliaan;

pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
ketentuan agama;

ketentuan adat istiadat;dan/atau

pengakhiran penderitaan Hewan.

a0 oTog

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

5.

(2)

(5)

Pasal 10

Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan
pakan untuk diedarkan secara komersial wajib
memperoleh izin dari Bupati melalui DPMPTSP.

Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial

harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal

dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara
pembuatan pakan yang baik sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Pakan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berlabel

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Setiap orang dilarang untuk :

a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;

b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan
ruminansia yang mengandung bahan pakan yang
berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan

c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu
dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pakan yang

dicampur hormon tertentu dan / atau antibiotik imbuhan

pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ¢ dan
persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)

Pasal 13

Budi daya ternak dapat dilakukan oleh peternak,
perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk
kepentingan khusus.

Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis
dan jumlah ternak di bawah skala wusaha tertentu
diberikan perijinan berusaha oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak
dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha
tertentu, wajib memiliki izin dari Bupati melalui DPMPTSP.



(4)

Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu
yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu
wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik
dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai
ketentuan perundangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi usaha
peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di
antara pelaku usaha.

Tata cara dan persyaratan memperoleh tanda daftar usaha
dan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas peredaran
obat hewan di tingkat depo, apotik veteriner, pet shop, poultry
shop, dan toko obat hewan.

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)

Pasal 34

Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan,

penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib

memenuhi perizinan dari Pemerintah Daerah melalui

DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya berdasarkan

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan

oleh Pemerintah Pusat;

Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau

mengedarkan obat hewan yang :

a. berupa sediaan biologi yang penyakitnya tidak ada di
Indonesia;

b. tidak memiliki nomor pendaftaran;

c. tidak diberi label dan tanda; dan

d. tidak memenuhi standar mutu.

Tata cara dan persyaratan memperoleh izin peredaran obat

hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 39

Usaha RPH terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

a. RPH Ruminansia untuk ternak besar dan ternak kecil;
dan

b. Rumah Potong Unggas.

Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:



(3)

(6)

(7)

a. dilakukan di RPH; dan

mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah
kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan
hewan.

Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat,
pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memperhatikan kaidah agama.

Persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan
hewan yang baik dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemotongan hewan sebagaimana disebutkan pada ayat (1)
dikecualikan untuk keperluan hari besar keagamaan,
upacara adat dan pemotongan darurat, berada di bawah
pengawasan dokter hewan atau petugas kesehatan hewan
di bawah pengawasan dokter hewan.

Pelaksanaan pemotongan hewan dalam keadaan darurat
dapat dilakukan di luar RPH apabila hewan tersebut jauh
dari lokasi RPH, dan setelah penyembelihan harus segera
dibawa ke RPH dan/atau untuk penyelesaian
penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.

Ketentuan tata cara persyaratan rumah potong dan tata
cara pemotongan hewan diatur dengan Peraturan Bupati.

o

9. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 40
Pemerintah Daerah wajib memiliki RPH yang memenuhi
persyaratan teknis.
Usaha RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat
(1) dapat diusahakan oleh swasta setelah memiliki izin dari
Bupati melalui DPMPTSP.
Usaha RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang
di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
Pelaku pemotongan hewan yang selanjutnya disebut jagal
wajib memiliki izin dari Bupati melalui DPMPTSP.
Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur
dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Lalu lintas HPM dapat dilakukan antar wilayah atau
kawasan.

Lalu lintas HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan status situasi Penyakit Hewan dan
setelah memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan.



11.

12.

13.

(3) Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. memiliki Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner
Provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota
pengirim; dan

b. memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang
ditetapkan oleh Wilayah Tujuan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lalu lintas HPM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 42

(1) HPM yang dibawa keluar Daerah harus dilengkapi dengan
Surat Keterangan Kesehatan HPM dan Surat Keterangan
Asal HPM yang dikeluarkan dokter hewan yang
berwenang.

(2) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin menjual HPM
diatur dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 43

Setiap orang dilarang menjual dan mengedarkan HPM yang

berasal dari:

a. daging ilegal;

b. daging gelonggongan;

c. daging oplosan;

d. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat
berpengaruh terhadap kualitas daging; dan

e. daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan
tidak layak konsumsi

Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 51

Susu yang berasal dari sapi dan/atau kambing perah yang

nyata atau diduga menderita PHMS atau menderita penyakit

hewan lain yang dapat mempengaruhi kelayakan kesehatan
susu dilarang dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia.

14. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52



(1)

(2)

Susu yang beredar diawasi dan diuji kualitasnya oleh
pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang pelaksanaannya
dilakukan di laboratorium yang sudah mendapat
standarisasi.

Pengawasan kualitas air susu meliputi :

a. pemeriksaan terhadap kesehatan sapi dan/atau
kambing perah, vaksinasi dan pengujian terhadap
brucellosis dan tuberculosis;

b. pengambilan contoh air susu untuk pemeriksaan
laboratorium apabila diperlukan;

c. pemeriksaan terhadap tempat pemerahan, cara
pemerahan, kebersihan kamar susu dan peralatan
yang dipergunakan dan lain-lain yang berhubungan
dengan kesehatan sapi dan/atau kambing perah dan
kualitas air susu; dan

d. penahanan, penyitaan dan pemusnahan air susu yang
tidak memenuhi syarat, yang dipalsukan dan beredar
tanpa izin.

Dalam melaksanakan pengawasan kualitas air susu,

pejabat mempunyai wewenang :

a. sewaktu-waktu memasuki unit usaha sapi dan/atau
unit kambing perah, penampungan air susu dan
penjualan air susu;

b. sewaktu-waktu menghentikan pengedar dan/atau
penjual susu dan/ atau kendaraan pengangkut air
susu.

15. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)

Pasal 54

Pemerintah  Daerah sesuai kewenangannya  wajib
menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.
Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:

a. pengawasan, inspeksi dan audit terhadap tempat
produksi, usaha RPH, tempat pemerahan, tempat
penyimpanan, tempat pengolahan dan tempat
penjualan atau penjajaan serta alat dan mesin produk
hewan;

b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran
mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan

c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara
langsung dengan aktivitas tersebut.

Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang di

bidang kesehatan masyarakat veteriner.

Ketentuan lebih lanjut mengenai higiene dan sanitasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Bupati.



16. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 58

Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa
laboratorium veteriner, pelayanan jasa medik veteriner,
pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian
veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau
pelayanan jasa di Puskeswan.

Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan
kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memiliki izin yang dikeluarkan Bupati melalui
DPMPTSP.

Tata cara dan persyaratan memperoleh izin di bidang
pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

17. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 60

Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan
kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktek
kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Bupati melalui
DPMPTSP.

Tata cara memperoleh izin praktek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

18. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(3)

Pasal 64

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10 ayat (1),

Pasal 13 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 40 ayat (2) dan

ayat (4), dan Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa:

a. teguran/peringatan secara tertulis;

b. pengenaan denda;

c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi,
dan/atau peredaran,;

d. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Obat
Hewan, Pakan, Alat dan Mesin atau Produk Hewan dari
peredaran; atau

e. pencabutan izin.

Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



19. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)

(4)

Pasal 66

Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3),
Pasal 39 ayat (2), Pasal 43, Pasal 47, Pasal 50 ayat (2),
Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (1) dikenakan pidana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap orang yang melakukan pelanggaran dan/atau
kejahatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan,
selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dapat dikenakan pidana lain sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
UMUM

Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya
hewan, meyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru
di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam penyelenggaraan peternakan dititikberatkan pada aspek sosial
ekonomi sedangkan penyelenggaraan kesehatan hewan mengutamakan aspek
keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari resiko yang
dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun
lingkungan.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diperlukan
penyesuaian Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan
Kesehatan Hewan untuk mengatur penyelenggaraan peternakan maupun
penyelenggaraan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “melibatkan peran serta
masyarakat” adalah upaya untuk memberikan peluang
berusaha dalam penyediaan benih, bibit, dan/atau bakalan
yang Dbersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga
berwenang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)



Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 8

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ternak ruminansia betina
produktif” adalah ruminansia besar, yaitu sapi dan kerbau
yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur
dibawah 8 tahun dan ruminansia kecil, yaitu kambing dan
domba yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau
berumur dibawah 4 tahun 6 bulan.
Penentuan ternak ruminansia betina tidak produktif
ditentukan oleh tenaga kesehatan hewan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dagingnya diedarkan” adalah
mendistribusikan daging untuk kepentingan komersial dan
non komersial seperti pemberian bantuan kepada warga
masyarakat yang membutuhkan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)



Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 51
Jenis PHMS yang telah ada pada wilayah Indonesia dan
menyerang pada ternak perah (sapi dan kambing) adalah sebagai
berikut:
Anthrax
Penyakit Mulut dan Kuku
Lumpy Skin Disease (LSD)
Salmonellosis
Bovine Viral Diarrhea
Brucellosis (Brucella abortus)
Zoonotic Coronavirus
Haemorrhagic Septicaemia / Septicaemia Epizootica
Infectious Bovine Rhinotracheitis
. Zoonotic Tuberculosis
. Leptospirosis
.Jembrana
. Surra
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Angka 14
Cukup jelas.

Angka 15
Cukup jelas.

Angka 16
Cukup jelas.

Angka 17
Cukup jelas.

Angka 18
Cukup jelas.



Angka 19
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR
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